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Regulasi dan Kelembagaan 

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

2. Permendagri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan 

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan 

Pemerintah Daerah. 

3. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan 

Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Daerah 

Kabupaten Temanggung. 

4. Surat Keputusan Bupati Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola 

Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Daerah 

Kabupaten Temanggung. 

Siapa itu Badan Publik? 

 Eksekutif, Legislatif, Yudikatif; 

 Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara ; 

 Organisasi non pemerintah    

 Partai Politik; 

 BUMN dan/atau BUMD.  

Jenis Informasi Publik  

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah 

informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik 

untuk diumumkan secara teratur dan rutin; 

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, adalah informasi 

yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang 

banyak dan ketertiban umum  

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, adalah informasi yang telah 

dikuasasi dan didokumentasikan Badan Publik serta telah dinyatakan 

terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi; 



4. Informasi yang dikecualikan, adalah informasi yang dikuasai dan 

didokumentasikan oleh Badan Publik yang tidak dapat diakses oleh 

pemohon informasi berdasarkan alasan-alasan pengecualian.  

 

 

 

  



Yang harus disiapkan 

- kelembagaan (dituangkan dalam SK Kepala OPD) 

- Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik. 

 

 

- meja layanan informasi 

 

 



 

Hasil monev 

 

Next step…….. 

PPID Utama : Melakukan uji konsekuensi mengenai informasi yang 
dikecualikan berdasarkan DIDP dari OPD.  
 
PPID OPD : Menyiapkan dokumen yang tertuang dalam DIDP dan 
mempublish di website OPD 



 

 
 
Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi 
Provinsi Jawa Tengah untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi 
badan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. 
 

- Tahap I.  Monitoring dan Evaluasi  Website Pemkab dan PPID utama (sudah 
dilakukan April 2017) 
 

- Tahap II. Verifikasi kelengkapan dokumen dan informasi publik di website 
Pemkab dan PPID Utama (sudah dilakukan 29 Agustus 2017) 
 



 
  



 
 

 
 

 
- ……….Selanjutnya ???? Monitoring dan evaluasi di tingkat OPD, dipilih 

secara acak. (rencana akhir September 2017) 
 

 

 

 


